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Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten 
Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap penyusunan anggaran 
belanja pegawai Tahun 2019 di Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu cara menganalisa 
dengan membandingkan data yang sudah ada dengan teori yang sudah diperoleh. 
Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan dengan 
wawancarai camat, kepala bagian keuangan dan bendahara. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penyusunan anggaran belanja pegawai di Kantor Camat 
Bangkinang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan kebutuhan pegawai secara 
efektif dan efisien dan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dapat 
dilihat dari perealisasiannya sudah diatas rata-rata 60%. Penyusunan anggaran 
belanja pegawai oleh tim penyusunan anggaran kecamatan telah menjalankan 
tugasnya dengan baik.  
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1.1 Latar Belakang 
Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan 
tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintahan harus mempunyai suatu rencana 
yang matang untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut 
disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap 
langkah pelaksanaan tugas negara. Pada hakikatnya, tugas pemerintah yang 
penting adalah dalam hal pengurusan keuangan negara yang mencakup seluruh 
bidang yang intinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah. 
Oleh karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan 
keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk 
anggaran. 
Anggaran adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam 
satuan fisik atau keuangan atau keduanya Siregar (2013 : 113). Penyusunan 
anggaran adalah suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan 
kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan organisasi. 
Penganggaran merupakan rencana kerja yang dibuat perusahaan untuk 
memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam perusahaan. Anggaran 
digunakan sebagai pengendalian untuk membuat suatu kegiatan. Anggaran juga 
dapat digunakan sebagai awal dari perencanaan yang akan dilaksanakan untuk 





Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan dan 
organisasi untuk membantu pelaksana dalam merencankan kegiatan dan 
memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk 
mewujudkan kegiatan tersebut yang dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban 
sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. 
Anggaran biasa bersangkutan dengan masalah keuangan, baik keuangan 
negara maupun keuangan daerah. Undang-undang yang mengatur tentang 
keuangan Negara 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa keuangan 
negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomi, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatuhan. Keuangan daerah juga diatur dalam pasal 4 ayat a1 yang berbunyi 
keuangan daerah dikelola secara tertib taat kepada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 
Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. 
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan 
daerah berasal dari penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang 
menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun 
anggran yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan 
lain-lain PAD yang sah. Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban 
daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai keyakinan bersih dalam periode 





dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, di mana 
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah 
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan 
urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Rangga 
dan Novelsyah, 2014 : 35). Berikut jumlah rincian belanja daerah di Kantor 
Camat Bangkinang Kabupaten Kampar: 
TABEL 1.1 RINCIAN BELANJA DAERAH 
No Keterangan Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran 
1. Belanja Operasi 3.695.576.481.00,- 3.381.069.935.00,- 
2. Belanja Modal 0,00.- 0,00.- 
3. Jumlah  3.695.576.481.00,- 3.381.069.935.00,- 
Sumber : Kantor Camat Bangkinang 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa belanja daerah pada Kantor 
Camat yang dianggarkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.695.576.481.00,-
dengan realisasi sebesar Rp. 3.381.069.935.00,-. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud 
pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, 
terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. 
Pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja 
negara digunakan untuk keperluan penyelengaraan tugas pemerintahan pusat dan 
pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja 





APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah 
negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Rancangan 
APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan 
tercapainya tujuan bernegara. Tentang pembiayaan isinya antara lain disebutkan, 
dalam hal APBN diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan 
surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus 
anggaran kepada DPR. 
Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan 
kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-
lambatnya pertengahan Mei tahun berjalan, kemudian dilakukan pembahasan 
bersama antara pemerintah pusat dengan DPR untuk membahas kebijakan umum 
dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian 
negara/lembaga dalam penyusunan anggaran. 
Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, menyusun rencana kerja dan 
anggaran kementrian negara/lembaga tahun berikutnya, berdasarkan prestasi kerja 
yang akan dicapainya. Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai perkiraan 
belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun, 
disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan 
rancangan APBN, dan hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri 
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN 





kerja dan anggaran kementrian negar/lembaga diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Pemerintah pusat mengajukan rancangan UU-APBN, disertai nota 
keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR bulan Agustus 
tahun sebelumnya. DPR  dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan 
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RRU-APBN. Pengambilan keputusan 
oleh DPR selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan. Muindro Renyowijoyo (2013 : 46). 
Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan 
peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 pasal 1 ayat 1, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rancangan APBD berpedoman 
kepada sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, 
prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan 
APBD, dan hal khusus lainnya. Penyusunan APBD merupakan proses 
penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan 
anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Belanja daerah berdasarkan 





mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan undang-
undang. Belanja pegawai daerah meliputi gaji dan tunjangan, jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan kematian, dan Honorium PNS. 
Setelah mengetahui beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan program, hal ini selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan 
anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian 
dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki 
perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. Setelah semua tahap 
diketahui, maka penyusunan anggaran pun dapat dimulai. Dengan anggaran yang 
telah dibuat sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
dalam mencapai tujuan yang akan dijalankan.  
Anggaran yang terdapat pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten 
Kampar  adalah Anggaran Belanja Pegawai, Anggaran Belanja Barang, Anggaran 
Belanja Modal dan sifat keuangannya terbuka. Tugas dan wewenang camat dalam 
penyusunan anggaran adalah mengawasi dan mengontrol serta mengoordinasi dan 
menetapkan penyelenggaraan kegiatan dalam penyusunan anggaran yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat kecamatan. 
 Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai  
penyusunan anggaran belanja pegawai di kantor camat bangkinang karena peneliti 
ingin mengetahui bagaimana penyusunan anggaran pada kecamatan bangkinang 
dan ingin mengetahui persentasi belanja pegawai berdasarkan perealisasian yang 





diatas, dapat dilihat begitu perlunya penyusunan Anggaran, hal ini mendorong 
penulis untuk membahas dan memaparkan penelitian yang berhubungan dengan 
anggaran tersebut dengan judul “ ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN 
BELANJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT BANGKINANG 
KABUPATEN KAMPAR ”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah apakah penyusunan anggaran 
belanja pegawai yang diterapkan pada kantor tersebut telah dilakukan dengan 
“benar” atau tidak. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahas 
anggaran yang berkaitan dengan penyusunan anggaran di Kantor Camat 
Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu: “Bagaimanakah penyusunan anggaran 
belanja pegawai di Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar, apakah telah 
berjalan dengan baik?”. 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan anggaran belanja pegawai 
pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi 







1. Bagi penulis  
Sebagai bahan masukan kepada penulis agar dapat mengetahui secara 
langsung mengenai  penyusunan anggaran belanja pegawai di Kantor 
Camat Bangkinang Kabupaten Kampar  dan dapat menambah ilmu 
pengetahuan  peneliti. 
2. Bagi Instansi 
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Camat Bangkinang 
Kabupaten Kampar dalam menentukan kebijakan dan memperhatikan  
penyusunan anggaran belanja pegawai pada masa yang akan datang. 
3. Peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, tambahan informasi, 
dan arah untuk meneliti selanjutnya, khususnya terhadap penyusunan 
anggaran belanja pegawai. 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Manfaat Penelitian 
Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Camat Bangkinang, 
Jl. Dt Mudo No 2, Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten 
Kampar. 
1.4.2 Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer  
Data yang langsung penulis peroleh dari objek  penelitian berupa 






2. Data sekunder 
Data yang sudah diolah dan disajikan oleh Kantor Camat Bangkinang 
Kabupaten Kampar yang sudah jadi seperti struktur organisasi, deskripsi 
jabatan dan pembagian masing-masing tugas. 
1.4.3 Waktu Penelitian 
Penelitian ini dimulai dari bulan februari 2020 s.d Maret 2020 
1.5 Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai Camat 
Bangkinang dan staf Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir. 
2. Dokumentasi yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki 
oleh Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar. 
1.6 Teknik Analisis data 
 Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis 
menggunkan metode deskriptif, yaitu meneliti dan membahas data yang ada 
kemudian menganalisis data dengan membandingkan kenyataan pada kantor 
camat dengan teori yang telah dipelajari, kemudian dari analisis ini ditarik 
kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dimasa yang akan datang. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang 







BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT BANGKINANG     
KABUPATEN KAMPAR 
Pada bab ini penulis akan membahas sejarah Kantor Camat 
Bangkinang Kabupaten Kampar, struktur organisasi, visi misi, dan 
uraian tugas struktural instansi. 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori dan praktek yang 
berisi definisi pengertian anggaran, penyusunan anggaran, dan 
anggaran belanja pegawai pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten 
Kampar. 
BAB IV : KESIMPULAN 
Bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dari penjelasan sebelumnya 






GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG 
2.1 Sejarah Kecamatan Bangkinang 
Kantor camat bangkinang berdiri pada tahun 2005 dengan dipimpin oleh H. 
Munir, S.sos yang merupakan camat pertama. Kantor camat bangkinang 
merupakan pemisahan dari kantor camat bangkinang kota dengan pusat ibu kota 
desa muara uwai. Kantor camat bangkinang terletak di Jl. Dt. Mudo NO. 2 Desa 
Muara Uwai. Jarak kantor camat dengan ibu kota sangat dekat, jarak dengan 
ibukota kabupaten 3 Km. Sedangkan jarak dengan ibukota provinsi 60 Km. 
Kantor camat bangkinang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai pelaksanaan kegiatan secara 
terstruktur ke ibukota kabupaten. Jumlah pegawai pada kantor camat berjumlah 21 
orang diantaranya 11 orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 Orang merupakan 
honorer. 
Kecamatan Bangkinang merupakan kecamatan yang baru berdiri yang 
diresmikan pada tanggal 6 Desember 2006 yang dahulu bernamakan Bangkinang 
Seberang yang terpisah dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang 
Kota. Pemecahan Kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pembentukan 
Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar 
Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja. Pemekaran 





dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat Bangkinang inilah yang 
benar-benar warga Bangkinang Asli atau penduduk yang berdarah Bangkinang 
dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendatang kecuali untuk desa 
transmigrasi, sedangkan warga Bangkinang Kota kebanyakan adalah penduduk 
pendatang dari luar Bangkinang Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kampar No 8 Tahun 2013 ditetapkan perubahan nama Kecamatan Bangkinang 
Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang    
TABEL 2.1 DAFTAR RIWAYAT CAMAT BANGKINANG 
NO 
 
N A M A 
JABATAN 
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1. KONDISI WILAYAH  
Kecamatan Bangkinang terletak antara 00.3
00





 BT sampai 101.05.
00
 BT dan  berada di 450.475 meter diatas 
permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar dan beberapa sungai 





perbukitan. Tanah yang subur menjadikan sektor Pertanian dan Perkebunan yang 
menjadi komoditi utama warga masyarakatnya.  
2. LUAS WILAYAH 
Terdapat 2 (dua) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa definitif dengan luas 
kecamatan lebih kurang 253,50 KM
2
 Adapun luas masing-masing Desa dan 
Kelurahan sedang di Perbaharui oleh Desa/ Kelurahan. 
Tabel 2.2 
 Luas Wilayah Kecamatan Bangkinang Menurut Desa/ Kelurahan 
No Kelurahan / Desa Luas Wilayah (Ha) 
1 Desa Pulau Lawas 875 
   
2 Desa Muara Uwai 2.312 
3 Kelurahan Pulau 603 
4 Kelurahan Pasir Sialang 2.463 
5 Desa Bukit Sembilan 816 
6 Desa Laboi Jaya 2.444 
7 Desa Suka Mulya 1.515 
8 Desa Bukit Payung 1.640 
9 Desa Binuang 420 
 Jumlah 13.088 
Sumber: Kantor Camat Bangkinang 
3. KEADAAN ALAM 
Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang adalah dataran rendah 
dan berbukit yang sangat cocok untuk Pertanian dan Perkebunan dengan komoditi 





Kecamatan Bangkinang mempunyai lokasi Galian Golongan C yang dapat   
membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun 
pada akhir-akhir ini keberadaan Tambang Galian Golongan C sudah mulai 
merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana 
sewaktu-waktu akibat dari penambang liar. 
Selanjutnya kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga 
memungkinkan masyarakat beternak seperti peternakan kerbau,sapi, dan lain-lain, 
tetapi karena semakin sempitnya areal tempat kerbau mencari makan akibat dari 
penambangan / Galian Golongan C sehingga seakan-akan kerbau dianggap 
sebagai hama yang merusak tanaman.  
4. BATAS-BATAS WILAYAH  
Wilayah Kecamatan Bangkinang, terletak di sebelah Utara Kota 
Bangkinang yang terbentang dari sebelah Selatan ke Utara dengan batas 
sempadan :  
 Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung 
 Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara 
 Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang 
 Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo 
5. SOSIAL BUDAYA 
 
Warga Kecamatan Bangkinang mayoritas memeluk Agama Islam 
dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu ( matrialiarhat ) 
kebudayaan masyarakat di bidang seni yang di lestarikan selain seni belah diri 





rebana, Berzanji, yang syairnya berisikan shalawat kepada Nabi, nyanyian Islami 
yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok majlis ta’lim di Kecamatan 
Bangkinang. 
Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau dengan 
pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan sebutan UMA 
LONTIOK, pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti 
ziarah kubur pada hari raya ke 6 pada bulan syawal tiap tahunnya yang sampai 
saat ini masih terpelihara dan dilestarikan, kemudian makan bajambau sehabis 
ziarah kubur dengan aneka lauk, ikan sungai, dan makan DADIO menjadi 
hidangan adat atau hidangan inti,  pada acara makan bajambau dengan didampingi 
oleh makanan lainnya juga disajikan, seperti jambau kawa yang isinya  makanan 
kue khas Bangkinang sebagai makanan penutup. 
6. KEPENDUDUKAN 
Dari keterangan berikut ini dapat kita simpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang terbanyak di Kecamatan Bangkinang adalah pada kelurahan 
Pasir Sialang dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada desa Bukit 
Sembilan. 
Tabel 2.3 
 Kependudukan di Kecamatan Bangkinang 
No DESA/ JUMLAH JUMLAH 
 KELURAHAN PENDUDUK KK 
1 Pulau Lawas 2.901 jiwa 727 





3 Pasir Sialang 8.034 jiwa 2.218 
4 Pulau 3.078 jiwa 772 
5 Suka Mulya 2.373 jiwa 597 
6 Laboy Jaya 2.654 jiwa 720 
7 Bukit Payung 2.494 jiwa 619 
8 Bukit Sembilan 1.064 jiwa 383 
9 Binuang 1.707 jiwa 400 
 JUMLAH 28.356 jiwa 7.201 KK 
    
 Sumber: Kantor Camat Bangkinang 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi penduduk 
Kecamatan Bangkinang berdasarkan desa, Pulau Lawas sebanyak 2.901 jiwa 
atau terdiri dari 727 KK, jumlah penduduk di desa Muara Uwai sebanyak 3.511 
jiwa atau terdiri dari 765 KK, jumlah penduduk di desa Pasir Sialang sebanyak 
8.034 jiwa atau terdiri dari 2.218 KK, jumlah penduduk di desa Pulau sebanyak 
3.078 jiwa atau terdiri dari 772 KK, jumlah penduduk di desa Suka Mulya 
sebanyak 2.373 jiwa atau terdiri dari 597 KK, jumlah penduduk di desa Laboy 
Jaya sebanyak 2.654 jiwa atau terdiri dari 720 KK, jumlah penduduk di desa 
Bukit Payung sebanyak 2.494 jiwa atau terdiri dari 619 KK, jumlah penduduk 
di desa Bukit Sembilan sebanyak 1.604 jiwa atau terdiri dari 383 KK, jumlah 









7.  Mata Pencaharian 
Tabel 2.4 
Mata Pencaharian Kecamatan Bangkinang 
Desa /Kel Tidak Petani Wira Buruh Peda Tukang Pns/ Jumlah 
 Bekerja  Swasta  gang  Abri  
Pulau 
Lawas 877 1.516 208 59 130 28 83 2.901 
Muara 
Uwai 1.177 1.759 248   35 148 36 108 3.511 
Pulau  988 1.580 319 20 80 19 72 3.078 
Pasir 
Sialang 2.065 3.406 372 1.885 180 48 78 8.034 
Bkt 
Sembilan 525 724 17 245 34 12 47 1.604 
Laboi Jaya 890 1.128 98 415 65 23 35 2.654 
Suka 
Mulya 705 952 189 367 97 21 42 2.373 
Bkt 
Payung 798 1.095 60 400 85 17 39 2.494 
Binuang 690 833 71 15 26 22 50 1.707 
Total 8.715 12.993 1.582 3.441 845 226 554 28.536 
Sumber : Kantor Camat Bangkinang 
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa total yang tidak bekerja di 
Kecamatan Bangkinang sebanyak 8.715 orang, yang dimaksud dengan 
penduduk yang tidak bekerja adalah karena masih dibawah umur dan ada juga 
yang memang tidak ada usahanya. Kemudian yang bermata pencaharian 
sebagai petani jumlah keseluruhannya adalah 12.993 orang, yang bermata 





buruh 3.441 orang, yang di maksud dengan buruh disini yaitu buruh tani dan 
buruh tukang. Yang bermata pencaharian sebagai pedagang jumlah 
keseluruhannya yaitu sebanyak 845 orang, yang bermata pencaharian sebagai 
tukang di Kecamatan Bangkinang totalnya 226 orang, yang sebagai PNS/ABRI 
totalnya sebanyak 554 orang. 
8.  Tingkat Pendidikan 
Penduduk Kecamatan Bangkinang yang berjumlah 28.356 Jiwa 
sebahagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP, SLTA dan sebahagian kecil 
Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan Kecamatan 
Bangkinang dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.5 
Tingkat Pendidikan Kecamatan Bangkinang 
TIDAK TK SD SLTP/SMP SLTA/SMA PERGURUAN 
SEKOLAH     TINGGI 
2.836 567 18.431 1.985 3.119 1.418 
(10%) (2%) (65%) (7%) (11%) (5%) 
Sumber : Kantor Camat Bangkinang 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Bangkinang yang 
tidak sekolah sebanyak 2.836 orang atau sebesar 10%, yang TK sebanyak 567 
orang atau sebesar 2 %, yang SD sebanyak 18.431 orang atau sebesar 65 %, 
yang SLTP sebanyak 1.985 orang atau sebesar 7%, yang SLTA sebanyak 3.119 
orang atau sebesar 11%, perguruan tinggi sebanyak 1.418 orang atau sebesar 
5%. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 





harus lebih ditingkatkan lagi karena bagaimana juga tingkat pendidikan 
masyarakat yang lebih tinggi merupakan modal utama dalam pembangunan 
daerah. Dan dengan banyaknya penduduk yang berpendidikan tinggi ini maka 
akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya 
saing dengan penduduk lainnya sehingga akan tercipta pembangunan serta 
dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. 
2.2 Visi Dan Misi Kecamatan Bangkinang 
Adapun visi dan misi kantor camat Bangkinang kabupaten Kampar 
yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam 
Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”. 
Dan misi-misinya sebagai berikut: 
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dalam bingkai 
budaya luhur masyarakat Kabupaten Kampar. 
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam rangka pengelolaan 
asset daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 
3. Pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian dan sumber daya lokal 
dengan orientasi dan agroindustri. 
4. Mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, 







2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Bangkinang 
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2.4 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Kecamatan Bangkinang 
1. URAIAN TUGAS CAMAT :  
 
1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 ayat (1) mempunyai tugas: 
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati; 
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 
Kelurahan; 
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten 
yang ada di Kecamatan; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat 
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 





3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dibantu oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. 
2. URAIAN TUGAS SEKRETARIS CAMAT : 
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat 
menyelenggarakan tugas dan fungsi : 
a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta 
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan; 
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta 
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan Kecamatan; 
e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan; 
f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan 
Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan; 
g. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP, 
PENJA, IKU dan segala bentuk pelaporan lainnya; 





i. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup 
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
j. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program 
dan pelaporan dari setiap seksi; 
k. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada 
Kecamatan; 
l. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Kecamatan;  
m. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta 
mendistribusikan sarana; 
n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
3. URAIAN TUGAS KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN :  
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum, 
kepegawaian dan perencanaan. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian 





a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja 
Sekretariat; 
b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
sub bagian; 
c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi 
program/Perencanaan 
d. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan penyusun laporan LPPD, 
LKPJ, LKJiP, PENJA, IKU, RENJA, RENSTRA dan segala bentuk 
pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 
e. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam 
penyusunan program kerja 
f. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, 
mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di 
lingkungan Kecamatan agar efektif dan efisien; 
g. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar 
sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 
h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing seksi dan 
melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup 
Kecamatan; 
i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 





j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
4. URAIAN TUGAS KASUBBAG KEUANGAN 
1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas keuangan lingkup Kecamatan. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian 
Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi : 
a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan 
rencana kerja Sekretariat; 
b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
sub bagian; 
c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan 
serta anggaran dari masing-masing seksi; 
d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 





e. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh 
PPTK; 
f. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan 
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran; 
g. Menyiapkan SPM lingkup Kecamatan; 
h. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, 
biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai; 
i. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan pengeluaran Kecamatan; 
j. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi 
dan pelaporan; 
k. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan 
pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan; 
l. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh 
fungsional pengawas; 
m. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 





p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; 
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
5. URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN 
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok bidang Pemerintahan. 
1) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan; 
b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib; 
c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, dan merencanakan 
kegiatan dan membuat laporan pelaksanakan tugas; 
d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan; 
e. Membuat program kerja bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; 
f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 
g. Melakukan motoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 
h. Menyelenggarakan administrasi di bidang pertanahan; 
i. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang 





j. Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa yang 
diajukan oleh BPD; 
k. Memproses usul pengangkatan Carateker Kepala Desa yang di usulkan 
BPD 
l. Membuat usulan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPD 
dan Pelantikan Anggota BPD; 
m. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggota BPD; 
n. Menyiapkan dana Monografi Desa; 
o. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebelum disyahkan 
oleh BPD; 
p. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan; 
q. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kapada Sekcam; 
r. Melakukan dan mefasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang 
timbul antara Pemerintahan Desa; 
s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku; 
t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang 
telah dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas; 
u. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku 
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan; 







6. URAIAN TUGAS KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan 
masyarakat Kelurahan dan Desa. 
1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas dan fungsi : 
a. Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat; 
b. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan 
Desa; 
c. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, Rukun Tetangga 
(RT)/Rukun Warga (RW) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); 
d. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pembangunan di wilayah 
kerjanya; 
e. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana; 
f. Memfasilitasi pengembangan perekonomian; 
g. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan 
Pemerintah kepada Desa dan Kelurahan; 
h. Melakukan usulan anggaran yang diajukan oleh Desa dan Kelurahan; 
i. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan; 






k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
7. URAIAN TUGAS KASI KESSOS 
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial. 
1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi 
Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas dan fungsi : 
a. Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;  
b. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan beragama dan 
antar umat beragama; 
c. Membina kegiatan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat; 
d. Membantu pembinaan Keluarga Berencana; 
e. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan hari besar 
nasional; 
f. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan; 
g. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial, organisasi keagamaan; 
h. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan 
narkoba dan masalah sosial; 
i. Meniliti dan melegalisasi surat keterangan ahli waris yang diterbitkan 
Kepala Desa dan Lurah; 
j. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu; 
k. Membantu pembinaan PKK; 





m. Melaksanakan penyusunan rencana dan program dalam bidang kebersihan; 
n. Melakukan pembinaan terhadap kebersihan di lingkungan masyarakat; 
o. Merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi bidang kebersihan 
di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan; 
p. Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dengan 
budaya hidup besih; 
q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan 
kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan; 
r. Mengoordinasikan, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-
langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan 
lingkungan; 
s. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan 
keindahan (K 3) di Kecamatan; 
t. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan 
Sosial; 














Dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Camat Bangkinang 
Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Penyusunan anggaran di Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar 
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan 
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan berdasarkan pada program yang 
dibuat oleh pemerintah pusat. 
2. Proses penyusunan anggaran belanja pegawai pada Kantor Camat 
Bangkinang Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik dan telah 
sesuai dengan kebutuhan pegawai secara efektif dan disajikan dalam 
bentuk siklus anggaran daerah dengan melakukan perencanaan dan 
pengawasan yang baik agar menjadi tolak ukur bagi Kantor Camat 
Bangkinang Kabupaten Kampar untuk mengetahui tercapai atau 
tidaknya program yang dirancang pemerintah. 
3. Bahwa laporan realisasi anggaran belanja pegawai yang dilakukan oleh 
Kantor Camat Bangkinang sudah terealisasi dengan baik dilihat dari 
persentasi realisasinya. Dan dari laporan atas realisasi anggaran belanja 
pegawai pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar dapat 
mengetahui informasi untuk mengevaluasi kerja setiap bagian di Kantor 





4.2 Saran  
Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Camat Bangkinang Kabupaten 
Kampar, saran yang dapat penulis berikan untuk Kantor Camat Bangkinang 
Kabupaten Kampar adalah: 
1. Diharapkan pada penyusunan anggaran belanja pegawai selanjutnya, 
Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar harus lebih baik lagi 
dalam menyusun anggaran tahun selanjutnya, agar dapat menyajikan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) yang efisien dan efektifitas. 
2. Dalam perencanaan penyusunan anggaran belanja pegawai harus lebih 
baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai. Sehingga 
anggaran belanja pegawai yang disusun mendapat makna yang strategi 
bagi pegawai. 
3. Dalam perealisasian anggaran belanja pegawai harus ada kontrol yang 
baik, agar bagian yang memegang kendali tidak lalai dalam 
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Lampiran 1 : Lembar Panduan Wawancara 
“ Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pada Kantor Camat 
Bangkinang Kabupaten Kampar” 
Informan   : Drs. Amir Lutfi dan Jasmi Khair S.E 
Jabatan   : Camat dan Bagian Keuangan dan bendahara 
Tempat  : Kantor Camat Bangkinang 
Tanggal  : 11 Februari 2020 
Waktu  : 10.30 
 
1. Bagaimanakah prosedur penyusunan anggaran pada kantor camat 
bangkinang ? 
Jawab : Prosedur penyusunan anggaran dapat dilihat dari permendagri 
N0. 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 
2. Bagaimana tahap penyusunan anggaran belanja pegawai oleh kantor 
camat bangkinang ? 
Jawab : Penyusunan anggaran belanja pegawai di mulai dari tahap 
perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. 
3. Apa sajakah yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran 
belanja pegawai ? 





4. Dalam penyusunan anggaran belanja pegawai, apa yang harus 
diketahui oleh tim penyusun anggaran tersebut ? 
Jawab : Tim penyusunan anggaran harus mengetahui berapa jumlah 
gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan. 
5. Bagaimana pemberian TPP pada kantor camat tersebut ? 
Jawab : Dalam pemberian TPP pada kantor camat berdasarkan 
Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standarisasi 
Tambahan Penghasilan, Honorium dan biaya umum lainnya pada 
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan 
basic TPP. 
2. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN 
yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 
atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan. 
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